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PASBAR—Badan Anggaran
Rangzar) Dewan Perwakilan
Rakvat Daerah (DPRD) Kabu-

ten Pasa

; aman Barat, setuju
tlengan Laporan Pertang-
EL"{{;&\; /aban APBD Pemerintah
rah Se \Lﬂrrf\g Tahun 2017,

; SO

Kendafi demikian, ada se-

aran dan masukan dari
anggar untuk pembinaan dan
asi terhadap beberapa
anisasi Perangkat Daerah
} belum mampu me-

kan pencapaian target

lah saran

ai laporan Bang
ashar terbadaﬁ
Ranperda Per-
vaban APBD 2019,

n dalam rapat

1D setempal,
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Katua Rang_wal DPRD, Parizal
Hafni menvampaikan, berda-
sarkan hasil rapat Banggar
dengan tim anggaran pems-
rintah daerah, setuju dengan
laporan pertanggung jawaban
APBD Tahun 2019. Karena
laporan ksuangan tersebut
dicatat dengan perhitmgan dan
dasar pencatatan yang sudah
sesuai dengan. hasil audit BPK-
Bl Namun,

ada coinmlab hal
Saa—sefdmiah Dat

masa S‘Qﬁﬁg h%- :

Adapun hal itu seperti rasio-
nalisasi belanja, perlu peng-
kajian lebih jauh terhadap
efektifitas kegiatan di beberapa
OPD. Rasionalisasi pendapatan,
dimana nilai pendapatan yang
dicatat merupakan pendapatan
yang diterima per-31 Desember

2019 dan masih ada pema-
uksn kas daerah setelah audit
LKPD cleh BPK namun belum
dimuncutkan.

Banggar juga meminta dalam
penyusunan KUA PPAS jangan
sampai mengganggu proyek
fisik, terutama yang menyentuh
kepentingan masyarakat. Juga/
perlu pengkajian yang lebih
cermat atas azaz manfaat Ke-
giatan yang ada pada OPD, dan
kegiatan tidak prioritas agar
ditunda.

“Kiranya laporan Banggar ini
menjadi masukan dan pertim-
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bangan dalam melanjutkan’

pembahasan rancangan LKPD
tahun anggaran 2019 sesual
dengan mekanisme peraturan
perundang-undangan,” kata
Parizal Hafni.

Lebih lanjut disampaikan,
untuk peningkatan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) kedepannya,
sejumlah OPD perlu pembinaan
dan evaluasi, karena belum
mampu memkasimalkan pen-
capaian larget pendapatan.

Yakni conarf Dinas Dnbnﬂann
YaxXi-Sepertt

Dinas Perhubungan, realisasi
retribusi dan surat izin secara
keseluruhan cukup rendah
yakni cuma, 19,79 persen.
Dinas Kominfo realisasi pen-
dapatan retribusi hanya 42,41
persen. Dinas Pariwisata, rea-
lisasi pendapatan retribusinya
hanya 6,8 persen dan Bagian
Umum Sekretariat daerah, rea-
lisasi pendapatan retribusi
hanya 26,02 persen. -

“Ini perlu ditegaskan kembali
oleh Bupati, agar PAD kita
semakin besar, sebab poten-
sinya ada, tapi OPD-nya lam-
ban,” tukasnya.

Lebih lanjut disampaikan,
pendapatan daerahyang diang-
garkan tahun 2019 sebesar
Rp1.276.757.075.055 sampai
31 Desember 2019 realisasinya
sebesar 1.207.901.697.019,23

_atau 94,61 persen. Pasaman
Barat berhasil dalam penge-
lolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan. Tingkat realisasinya
mencapai 100,19 persen, se-
hingga Pemda mendapat ke-
naikan penerimaan deviden
tahun 2019 Rp 305.284.351.

Akan tetapi dari segi pene-
rimaan PAD secara keseluruhan
belum tercapai dengan per-
sentase yang baik. Bahkan PAD
yang berasal dari pajak daerah
tingkat realisasinya hanya men-
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Rendahnya Pendapatan

vang ditetapkan,” ujar Parizal.
Lebih jauh disampaikan,
Pemda Pasaman Barat harus
lebih berupaya lagi dalam me-
nggali potensi kekayaan alam
yang bisa memberikan keper-
cayaan kepada investor dalam
menanamkan modalnya di Pa-
saman Barat. Sebab, untuk
penerimaan bagi hasil bukan
pajak atau sumberdaya alam
masih sangat lemah, tingkat
realisasinya hanya 76,33 per-
sen. “Perlu kita tingkatkan lagi
kerjasama yang saling mengun-
tungkan dengan para investor,”

~ ungkapnya.

Disamping itu juga perlu juga
pengkajian pengeluaran dengan
tingkat efektifitas dan efisiensi
penggunaan dana, terutama
dalam rangka pemberian pela-
yanan pada masyarakat, baik
melalui belanja langsung mau-
pun belanja tidak langsung.

Disampaikan juga, tolak ukur
keberhasilan pemerintah bukan
hanya dilihat dari tingkat sera-
pan anggaran. Tapi perlu dikaji
lebih jauh azaz manfaat yang
diperoleh, dampak yang ditim-

- bulkan dari pengalokasian

anggaran tersebut. Seberapa
besar anggaran yang dialika-
sikan dapat menyentuh kepen-
tingan masyarakat dan mampt
meningkatkan kesejahieraan

yang mesti diperbaiki dan be-
berapa rancangan langkah agar
bisa menutupi kekurangan
anggaran vang ada.

Uraum, ‘reahsam pendapatan
pemakaian kekayaan daerah

sangat rendah dengan tingkat
realisasi hanya 25,57 persen.
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PAD yang bersumber dari retri-
busi daerah tingkat realisasinya
hanya 42,06 persen. “Artinya
kita tidak dapat mencapai terget

masvarakat-serta bnmnmnug_._
Syarass KOH

managerial yang dlthn}u&kat
untuk menyelesaikan permasa-

‘lahan daerah dan masyarakat.
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